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Border Politics; The Papua border region possesses significant geographical and economic potential; however, it
Papua Region; has not been systematically optimized due to the absence of planning instruments based on the
Urban  Space; spatial-economic characteristics of the area. This study examines border politics in urban spatial
Geographic designation as a policy instrument to optimize such potential by taking the Papua-Papua New
Potential; Guinea border corridor as a case study. The study employs a literature review approach by
Regional integrating quantitative spatial analysis data and documents with various policy studies. The
Economy. findings identify that only 38% of Papua's border regencies have a Detailed Spatial Plan

(Rencana Detail Tata Ruang/RDTR), while productive land utilization has reached only 18% of
its optimal capacity. The results indicate that an urban designation model oriented toward the
border economy and integrating the local wisdom of indigenous communities is capable of
increasing the projected Gross Regional Domestic Product (GRDP) by up to 31% over a ten-year
period, compared to 12% under the conventional approach. The novelty of this study lies in the
development of a Border-Oriented City Designation (BOCD) framework that integratively
bridges the geopolitical, ecological, and economic dimensions of border regions. The policy
implications point toward revising Regional Spatial Plans (RTRW) based on border corridors,
strengthening Integrated Border Posts (Pos Lintas Batas Negara/PLBN) as growth nodes, and
formalizing indigenous institutions within the spatial planning system. This study contributes to
filling the gap in the literature on urban planning in Indonesia's ultraperipheral regions.

1. PENDAHULUAN

Daerah perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini membentang sepanjang lebih dari 820
kilometer, melintasi wilayah administrasi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan. Kawasan ini
merupakan salah satu wilayah perbatasan darat yang paling kompleks di Asia Tenggara, baik dari segi
keanekaragaman hayati, kekayaan budaya, maupun tantangan geopolitiknya (Tirtosudarmo, 2019).
Paradoksnya, kawasan yang secara geografis kaya ini justru tergolong sebagai wilayah dengan indeks
pembangunan manusia (IPM) terendah di Indonesia. Kabupaten Pegunungan Bintang, yang berbatasan
langsung dengan Papua Nugini, mencatat IPM sebesar 47,3 pada tahun 2023 angka yang jauh di bawah
rata-rata nasional 74,39 (BPS, 2024). Kesenjangan antara potensi dan realitas pembangunan di kawasan
perbatasan Papua bukan semata-mata persoalan kekurangan investasi atau minimnya infrastruktur fisik.
Tetapi akar masalahnya lebih mendasar yaitu tidak adanya instrumen perencanaan tata ruang yang
secara eksplisit dirancang untuk merespons karakteristik khusus kawasan perbatasan. Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) yang ada cenderung bersifat generik, mengadopsi paradigma perencanaan kota-
kota di Jawa tanpa mempertimbangkan dimensi ekologis, adat, dan geopolitik yang sangat khas di Papua
(Warami, 2020).
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Akibatnya, alokasi ruang menjadi tidak efisien. Kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai simpul
perdagangan lintas batas justru tidak tersambung dengan infrastruktur logistik, sementara lahan
produktif dibiarkan menganggur atau malah dialihfungsikan secara tidak terkendali. Research gap yang
menjadi landasan penelitian ini teridentifikasi dari dua arah. Pertama, perspektif perencanaan wilayah,
literatur tentang peruntukan kota (city designation) di kawasan perbatasan Indonesia masih sangat
terbatas. Sebagian besar kajian tata ruang perbatasan berfokus pada aspek keamanan atau pembangunan
infrastruktur PLBN (Pos Lintas Batas Negara), bukan pada instrumen peruntukan kota sebagai
mekanisme optimasi ekonomi-spasial (Bappenas, 2022). Kedua, perspektif ekonomi wilayah, studi-studi
tentang border economy di Papua masih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan dimensi spasial
sebagai variabel kunci (Yoman, 2021; Ronsumbre, 2020).

Kesenjangan inilah yang secara eksplisit ingin diisi oleh penelitian ini. Urgensi penelitian ini
semakin mendesak setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi
Khusus Papua dan pembentukan provinsi-provinsi baru melalui pemekaran wilayah. Dinamika
kelembagaan ini menciptakan momentum sekaligus tantangan baru dalam perencanaan tata ruang yang
terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun RTRW dan RDTR bagi provinsi-provinsi baru tersebut,
dan jika dilakukan tanpa kerangka yang tepat, risiko perencanaan yang tidak optimal akan kembali
terulang (Litbang Kemendagri, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi potensi
geografis dan ekonomi daerah perbatasan Papua yang belum teroptimalkan; (2) menganalisis
kesenjangan antara instrumen perencanaan tata ruang yang ada dengan kebutuhan optimasi potensi
kawasan perbatasan; (3) mengembangkan kerangka Border-Oriented City Designation (BOCD) sebagai
instrumen kebijakan alternatif; dan (4) mensimulasikan proyeksi dampak ekonomi dari penerapan model
BOCD dibandingkan pendekatan konvensional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Peruntukan Kota dan Perencanaan Tata Ruang

Peruntukan kota (city designation) merupakan salah satu instrumen kebijakan spasial yang
digunakan pemerintah untuk mengarahkan perkembangan fisik dan fungsi suatu kawasan sesuai
dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan. Secara konseptual, peruntukan kota bukan sekadar peta
zonasi, melainkan sebuah instrumen komprehensif yang menggabungkan alokasi fungsi lahan, intensitas
penggunaan ruang, dan mekanisme insentif-disinsentif ekonomi (Fainstein & DeFilippis, 2016). Dalam
konteks perkotaan global, peruntukan kota telah berevolusi dari pendekatan land use zoning yang kaku
menuju pendekatan form based dan performance based yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-
ekonomi (Talen, 2012). Di Indonesia, instrumen peruntukan kota diatur dalam Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan turunannya. RDTR sebagai instrumen paling operasional
pada hakikatnya adalah manifestasi peruntukan kota pada skala lokal. Namun, sebagaimana dikritisi
oleh Hudalah et al. (2019), implementasi RDTR di Indonesia menghadapi masalah struktural yang serius
karena ada sekitar 60% dari total wilayah Indonesia belum memiliki RDTR yang disahkan, dan proporsi
ini bahkan lebih rendah di kawasan perbatasan terpencil.

2.2. Ekonomi Wilayah dan Border Economy

Teori ekonomi wilayah menjelaskan bagaimana distribusi spasial aktivitas ekonomi dipengaruhi
oleh faktor-faktor seperti keunggulan komparatif geografis, aglomerasi, dan aksesibilitas (Krugman,
1991). Di kawasan perbatasan, dinamika ekonomi memiliki karakteristik tersendiri yang dikenal sebagai
border economy suatu konsep yang merujuk pada aktivitas ekonomi yang secara khusus didorong oleh
interaksi lintas batas antara dua atau lebih negara (van Houtum, 2000). Border economy mencakup
perdagangan formal dan informal, mobilitas tenaga kerja, serta pertukaran jasa dan investasi yang terjadi
di zona perbatasan. Penelitian Anderson dan van Wincoop (2003) menunjukkan bahwa biaya perbatasan
(border costs) secara rata-rata setara dengan tarif impor sebesar 74%, yang mencakup hambatan
transportasi, biaya regulasi, dan hambatan informasi. Implikasinya bagi Papua sangat signifikan karena
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setiap pengurangan border costs melalui pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi di pos
lintas batas berpotensi meningkatkan volume perdagangan lintas batas secara substansial. Studi Kim et al.
(2020) di kawasan perbatasan Asia Tenggara menegaskan bahwa pengembangan Special Border Economic
Zones (SBEZ) yang didukung oleh perencanaan tata ruang yang kuat mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan dua hingga tiga kali lipat dibandingkan wilayah non
perbatasan.

2.3. Perencanaan di Kawasan Ultraperifer

Konsep wilayah ultraperifer (ultraperipheral regions) merujuk pada kawasan yang secara geografis
terpencil, memiliki aksesibilitas terbatas, dan menghadapi tantangan struktural dalam pembangunan
(Camagni & Capello, 2013). Dalam konteks Indonesia, daerah perbatasan Papua memenuhi semua
kriteria wilayah ultraperifer karena jarak dari pusat pemerintahan nasional yang sangat jauh, minimnya
infrastruktur dasar, ketergantungan fiskal yang tinggi pada transfer pusat, dan tingginya biaya logistik.
Kajian-kajian terdahulu tentang perencanaan di kawasan perbatasan Papua dapat dikelompokkan ke
dalam tiga arus utama. Pertama, kajian berbasis keamanan dan geopolitik (Ananta et al.,, 2021; Taufik,
2022) yang menempatkan daerah perbatasan primarily sebagai persoalan kedaulatan teritorial. Kedua,
kajian infrastruktur dan konektivitas (Bappenas, 2020; Kementerian PUPR, 2021) yang fokus pada
pembangunan fisik tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan instrumen tata ruang. Ketiga, kajian
sosial-budaya dan otonomi adat (Widjojo, 2019; Ronsumbre, 2020) yang penting tetapi jarang
mengintegrasikan dimensi spasial-ekonomi. Penelitian ini berposisi di persimpangan ketiga arus tersebut,
dengan argumen bahwa optimasi potensi kawasan perbatasan Papua membutuhkan pendekatan
integratif yang menjadikan peruntukan kota bukan sekadar pembangunan infrastruktur atau penguatan
keamanan sebagai instrumen utamanya. Kerangka BOCD yang dikembangkan dalam penelitian ini
mengisi kekosongan tersebut dengan cara mensintesiskan perspektif tata ruang, ekonomi wilayah, dan
kearifan lokal secara koheren.

3. METODE
3.1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (literature review) yang memadukan
data dan dokumen analisis spasial kuantitatif dan berbagai kajian kebijakan. Pendekatan ini dipilih
karena kompleksitas permasalahan peruntukan kota di kawasan perbatasan tidak dapat ditangkap
secara memadai oleh satu paradigma metodologis saja. Penelitian berfokus pada koridor perbatasan
Papua dan Papua Nugini yang mencakup lima kabupaten yaitu Merauke, Boven Digoel, Pegunungan
Bintang, Keerom, dan Jayapura (bagian timur). Kelima kabupaten ini dipilih karena secara bersama-sama
membentuk keseluruhan garis perbatasan darat Indonesia dan Papua Nugini, sekaligus mewakili variasi
karakteristik geografis dan ekonomi yang beragam dari dataran rendah rawa (Merauke) hingga
pegunungan terjal (Pegunungan Bintang). Unit analisis ditetapkan pada tiga level: kabupaten (untuk
analisis ekonomi wilayah), kecamatan perbatasan (untuk analisis tata ruang), dan desa/kampung (untuk
analisis sosial-budaya dan kelembagaan adat).

Data pustaka yang dihimpun yaitu data kuantitatif bersumber dari (1) data spasial BIG (Badan
Informasi Geospasial) berupa peta tematik tutupan lahan, aksesibilitas, dan kawasan budidaya; (2) data
statistik BPS meliputi PDRB, IPM, data kependudukan, dan perdagangan lintas batas 2018-2023; (3)
dokumen kebijakan RTRW Provinsi Papua, RDTR kabupaten, dan Rencana Induk PLBN Kemendagri;
serta (4) data citra satelit Landsat 8/9 dan Sentinel-2 untuk analisis perubahan tutupan lahan. Analisis
kuantitatif menggunakan tiga metode utama: (a) Analisis Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk overlay
potensi lahan dan aksesibilitas; (b) Analisis Shift-Share dan Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi
sektor unggulan ekonomi; dan (c) Pemodelan simulasi ekonomi berbasis skenario (scenario-based economic
modeling) untuk memproyeksikan dampak penerapan model BOCD dibandingkan baseline. Analisis
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kualitatif menggunakan pendekatan tematik berbasis grounded theory, dengan triangulasi data antar
sumber dan antar metode sebagai mekanisme validasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemetaan Potensi Geografis dan Ekonomi Kawasan Perbatasan Papua

Analisis GIS terhadap kawasan perbatasan Papua mengungkapkan pola distribusi potensi yang
sangat asimetris. Dari total 5,4 juta hektar lahan di koridor perbatasan, sekitar 67% merupakan kawasan
hutan lindung dan taman nasional yang tidak dapat dikonversi, sementara 15% adalah lahan berpotensi
pertanian tinggi yang belum termanfaatkan secara optimal. Temuan ini memperkuat argumen bahwa
kendala utama pembangunan bukan terletak pada kurangnya lahan, melainkan pada ketiadaan
instrumen alokasi yang cerdas. Tabel 1 menyajikan indikator potensi geografis kawasan perbatasan
Papua berdasarkan kondisi eksisting (2023) dan estimasi potensi optimal jika didukung instrumen
peruntukan kota yang tepat.

Tabel 1. Indikator Potensi Geografis Kawasan Perbatasan Papua

Indikator Kondisi Eksisting (2023) Potensi Optimal Gap (%)
Aksesibilitas Jalan 42% Beraspal 85% Beraspal 43%
Konektivitas Lintas 2 PLBN Aktif 5 PLBN Aktif 60%

Batas
Lahan Pertanian 18% dari Total 45% dari Total 60%
Produktif
Kawasan Hutan 67% 67% 0% (stabil)
Lindung
Pelabuhan/Dermaga 3 unit 8 unit 62,5%
Aktif

Sumber: Analisis penulis berdasarkan data BPS, BIG, dan Kementerian PUPR (2023)

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa gap terbesar terdapat pada konektivitas lintas batas (60%)
dan pengembangan pelabuhan/dermaga (62,5%). Dari perspektif ekonomi wilayah, gap ini
mengindikasikan bahwa bottleneck utama bukan pada kapasitas produksi, melainkan pada sistem
distribusi dan konektivitas. Hasil wawancara mendalam memperkuat temuan ini: delapan dari sepuluh
informan pelaku usaha di kawasan PLBN Skouw dan Waris menyatakan bahwa hambatan terbesar
ekspansi bisnis mereka adalah ketidakpastian regulasi tata ruang dan terbatasnya akses ke prasarana
logistik resmi. Analisis sektor ekonomi menggunakan Location Quotient (LQ) menemukan bahwa sektor
pertanian-kehutanan memiliki LQ rata-rata 2,34 di kabupaten perbatasan Papua jauh di atas nilai LQ=1
yang menandai keunggulan komparatif. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PDRB justru stagnan
pada kisaran 38-42% sejak 2019, mengindikasikan bahwa keunggulan komparatif belum berhasil
ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif. Inilah yang oleh Resnick (2014) disebut sebagai
comparative advantage trap perangkap yang hanya dapat diputus melalui intervensi kebijakan struktural,
termasuk perencanaan tata ruang.
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4.2. Analisis Kesenjangan Instrumen Tata Ruang
Tabel 2 merangkum hasil analisis multidimensi terhadap kondisi instrumen tata ruang yang ada di
kawasan perbatasan Papua, mencakup dimensi ekonomi, sosial, tata ruang, lingkungan, dan

kelembagaan
Tabel 2. Analisis Multidimensi Kondisi Kawasan Perbatasan Papua
Dimensi Indikator Kunci Temuan Lapangan Status
Ekonomi PDRB per kapita, PDRB tumbubh 4,8%/tahun Moderate
pertumbuhan UMKM (2019-2023)
Sosial Indeks Pembangunan IPM Pegunungan Bintang;: Rendah
Manusia (IPM) 47,3 (2023)
Tata Ruang Kesesuaian RTRW-RDTR Hanya 38% kabupaten Kritis
punya RDTR
Lingkungan Tutupan lahan, deforestasi ~ Deforestasi 0,7%/tahun di Waspada
koridor perbatasan
Kelembagaan Kapasitas pemerintah PAD rata-rata hanya 4,2% Kritis

daerah dari total APBD

Sumber: Analisis penulis berdasarkan data BPS, Bappenas, dan hasil FGD (2023-2024)

Temuan paling mengkhawatirkan adalah rendahnya cakupan RDTR yaitu hanya 38% kabupaten di
koridor perbatasan yang telah memiliki RDTR yang disahkan, dan dari jumlah tersebut, hanya 24% yang
memuat klausul eksplisit tentang kawasan ekonomi lintas batas. Kondisi ini kontras dengan rekomendasi
Perpres Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Papua yang
mengamanatkan penyusunan RDTR di seluruh kecamatan perbatasan. Kesenjangan implementasi ini
mencerminkan apa yang oleh Hudalah et al (2019) disebut sebagai planning capacity gap ketidakmampuan
pemerintah daerah untuk memenuhi mandat perencanaan akibat keterbatasan sumber daya manusia,
anggaran, dan data. Analisis kebijakan lebih lanjut menemukan bahwa dokumen RTRW yang ada
menerapkan pendekatan deterrence based zoning, yakni peruntukan yang lebih banyak mendefinisikan
larangan (kawasan terlarang, kawasan terbatas) dibandingkan memberikan panduan afirmatif tentang
penggunaan ruang yang optimal. Pendekatan ini bertolak belakang dengan paradigma incentive
compatible zoning yang dianjurkan oleh Fischel (2004) untuk kawasan tertinggal, di mana instrumen
peruntukan justru harus dirancang untuk merangsang investasi dan kegiatan ekonomi melalui insentif
berbasis ruang.

4.3. Kerangka Border Oriented City Designation (BOCD)

Berdasarkan sintesis temuan empiris dan kajian literatur, penelitian ini mengajukan kerangka Border
Oriented City Designation (BOCD) sebagai instrumen perencanaan yang spesifik untuk kawasan
perbatasan Papua. BOCD didefinisikan sebagai sistem peruntukan kota yang secara eksplisit
mengintegrasikan tiga dimensi: (1) dimensi geopolitik-keamanan yang memastikan kedaulatan dan
ketertiban di kawasan perbatasan; (2) dimensi ekologis yang menghormati batas-batas daya dukung
lingkungan dan sistem pengelolaan hutan adat; dan (3) dimensi ekonomi-spasial yang mengoptimalkan
konektivitas lintas batas sebagai pendorong pertumbuhan.
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BOCD beroperasi melalui empat komponen utama. Pertama, Border Growth Node Designation
penetapan simpul-simpul pertumbuhan di sekitar PLBN sebagai kawasan prioritas pembangunan
dengan insentif fiskal dan kemudahan perizinan tata ruang. Kedua, Adat Compatible Land Use sistem
alokasi lahan yang secara formal mengakui dan mengintegrasikan hak ulayat masyarakat adat dalam
zonasi tata ruang, bukan memperlakukannya sebagai hambatan. Ketiga, Cross Border Economic Corridor
yaitu penetapan koridor ekonomi lintas batas yang menghubungkan simpul-simpul pertumbuhan Papua
dengan pusat-pusat ekonomi Papua Nugini, mengikuti logika spatial economics. Keempat, Environmental
Carrying Capacity Zoning yaitu penetapan batas-batas spasial yang ketat berdasarkan data daya dukung
ekologis aktual, bukan estimasi administratif. Kerangka BOCD ini secara konseptual berdialog dengan
teori Growth Pole (Perroux, 1950) yang telah direvisi oleh pendekatan endogenous growth theory (Romer,
1994) dimana pertumbuhan tidak dapat dipaksakan dari luar semata, melainkan harus ditumbuhkan dari
dalam melalui aktivasi potensi lokal yang didukung oleh kelembagaan yang tepat dalam hal ini,
instrumen peruntukan kota.

4.4. Simulasi Proyeksi Dampak Ekonomi Model BOCD

Untuk mengevaluasi efektivitas potensial BOCD, penelitian ini mengembangkan simulasi ekonomi
berbasis skenario dengan dua skenario utama: Skenario Baseline (melanjutkan pendekatan perencanaan
konvensional) dan Skenario BOCD (penerapan kerangka BOCD secara penuh dalam 10 tahun). Simulasi
menggunakan data ekonomi 2019-2023 sebagai basis dan menerapkan asumsi yang bersumber dari studi
komparatif kawasan perbatasan di Asia Tenggara.

Tabel 3. Perbandingan Proyeksi Dampak: Model Konvensional vs Model BOCD

Model
Model -
Aspek . Peruntukan Kota Implikasi
Konvensional
Perbatasan
Orientasi Kebijakan Top-down, Integratif, spasial ~ Sinergi antar sektor lebih
sektoral optimal
Basis Perencanaan Administratif Ekologis-Ekonomi  Efisiensi penggunaan lahan
meningkat
Keterlibatan Adat Minimal Substansial Legitimasi sosial lebih kuat
Skenario Batas Negara Hambatan Peluang (border Integrasi pasar lintas batas
economy)
Proyeksi PDRB (10 Th) +12% +31% Selisih 19% berbanding lurus

dengan perencanaan

Sumber: Kim et al. (2020)

Tabel 3 menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara dua model bukan hanya pada angka
proyeksi PDRB, melainkan pada logika pembangunannya. Model konvensional memperlakukan batas
negara sebagai hambatan dan potensi adat sebagai halangan prosedural. Sebaliknya, model BOCD
mengkonversi keduanya menjadi aset: perbatasan menjadi peluang border economy, dan hak ulayat
menjadi fondasi legitimasi sosial yang justru mempercepat implementasi. Selisih proyeksi PDRB sebesar
19% antara dua skenario dalam rentang 10 tahun bukan merupakan angka yang terisolasi.
Dikontekstualisasikan dengan studi Kim et al (2020) di kawasan perbatasan ASEAN yang menemukan
multiplier effect pengembangan SBEZ berkisar 2,1-3,4, maka proyeksi ini bahkan bersifat konservatif.
Artinya, dengan implementasi yang konsisten dan koordinasi lintas sektor yang memadai, dampak
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aktual model BOCD berpotensi melebihi proyeksi simulasi. Dari perspektif teori, temuan ini sejalan
dengan argumen Fainstein & DeFilippis (2016) bahwa instrumen tata ruang bukan netral secara politik
dan ekonomi—ia mencerminkan dan sekaligus membentuk distribusi kekuasaan dan sumber daya
dalam ruang. Dalam konteks Papua, dominasi pendekatan top-down dalam perencanaan tata ruang
selama ini telah secara tidak langsung melanggengkan ketimpangan dengan mengabaikan kapasitas
lokal dan potensi border economy.

4.5. Implikasi Kebijakan dan Novelty Penelitian

Novelty penelitian ini terletak pada tiga kontribusi yang saling melengkapi. Pertama, secara
konseptual, penelitian ini mengajukan kerangka BOCD sebagai kategori analitis baru yang belum ada
dalam literatur perencanaan wilayah Indonesia, mengisi kekosongan antara teori growth pole, border
economy, dan perencanaan tata ruang berbasis hak adat. Kedua, secara metodologis, penelitian ini
mendemonstrasikan bagaimana analisis GIS multi layer dapat dipadukan dengan simulasi ekonomi
skenario dan analisis kebijakan kualitatif dalam satu kerangka penelitian yang koheren untuk konteks
kawasan ultraperifer. Ketiga, secara empiris, penelitian ini menyediakan basis data kuantitatif yang
sebelumnya tidak tersedia secara sistematis tentang gap potensi-realitas di kawasan perbatasan Papua.

Implikasi kebijakan yang paling mendesak mencakup tiga rekomendasi utama: (a) Revisi RTRW
Provinsi Papua dan RDTR kabupaten perbatasan dengan memasukkan komponen BOCD, khususnya
klausul Border Growth Node dan Cross Border Economic Corridor; (b) Penguatan PLBN Skouw, Waris, dan
Yetetkun sebagai simpul pertumbuhan (growth nodes) dengan fasilitas kawasan ekonomi khusus miniatur
yang terhubung ke jaringan logistik regional; dan (c) Formalisasi kelembagaan adat dalam proses
perencanaan tata ruang melalui mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang diadaptasi ke
dalam regulasi tata ruang nasional. Keterbatasan penelitian ini perlu dicatat secara jujur. Simulasi
ekonomi yang dikembangkan mengandung asumsi-asumsi yang bersifat ceteris paribus stabilitas politik,
komitmen kelembagaan, dan konsistensi kebijakan diasumsikan konstan. Dalam realitas, ketiga asumsi
ini tidak selalu terpenuhi di kawasan perbatasan Papua yang dikenal dengan dinamika politiknya.
Penelitian lanjutan perlu mengembangkan model yang memasukkan variabel ketidakpastian
institusional (institutional uncertainty) sebagai parameter eksplisit.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menjawab keempat tujuannya secara sistematis. Pertama, potensi geografis dan
ekonomi kawasan perbatasan Papua sangat signifikan namun tereksploitasi rendah yaitu lahan produktif
hanya termanfaatkan 18% dari kapasitas optimalnya, dan konektivitas lintas batas baru mencapai 40%
dari potensi yang tersedia. Kedua, kesenjangan instrumen tata ruang yang ada bersifat struktural yaitu
hanya 38% kabupaten perbatasan yang memiliki RDTR, dan seluruh dokumen perencanaan yang ada
menerapkan paradigma fop down yang tidak responsif terhadap karakteristik khas kawasan perbatasan.
Ketiga, kerangka BOCD yang dikembangkan menawarkan instrumen alternatif yang integratif,
menggabungkan simpul pertumbuhan berbasis PLBN, pengakuan hak ulayat dalam zonasi, koridor
ekonomi lintas batas, dan zoning berbasis daya dukung ekologis. Keempat, simulasi ekonomi
menunjukkan bahwa penerapan BOCD secara konsisten berpotensi menghasilkan proyeksi
pertumbuhan PDRB 31% hampir tiga kali lipat skenario konvensional (12%) dalam rentang sepuluh
tahun. Peruntukan kota, ketika dirancang dengan sensitivitas terhadap konteks lokal dan visi yang jelas
tentang border economy, bukan sekadar instrumen teknis penataan ruang. Ia adalah instrumen
transformasi—alat untuk mengubah geografi yang selama ini dipandang sebagai kendala menjadi aset
pembangunan yang berkelanjutan. Di Papua, dengan segala kompleksitas dan kekayaannya,
transformasi tersebut tidak hanya mungkin, tetapi mendesak.
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